BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PMK

Nomor 34/PMK.04/2020 memenuhi ketentuan berdasarkan perspektif

beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat sebagai

berikut.

1.

PMK Nomor 34/PMK.04/2020 memenuhi ketentuan sebagai peraturan

perundang-undangan yang sah dan memiliki kekuatan mengikat

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UUP3.

Kebijakan pembebasan bea masuk dan kepabeanan dalam PMK

Nomor 34/PMK.04/2020 telah sesuai dengan ketentuan dalam

beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

a)

b)

PMK Nomor 34/PMK.04/2020 dibentuk berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Kepabeanan yang mana menjelaskan bahwa perubahan terhadap
barang-barang yang dikenai pembebasan Bea Masuk seperti dalam
Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan, akan diatur
oleh Menteri, atau dalam hal ini melalui Peraturan Menteri.

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam PMK Nomor
34/PMK.04/2020 sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, pembebasan

PPN dan PPn.BM Impor dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020
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memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor
226/PMK.03/2021 dan Pasal 16B ayat (1) UU Nomor 42 Tahun
2009 tentang PPN dan PPn.BM.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengkaji lebih dalam
dan lebih teliti mengenai pembentukan regulasi dalam keadaan
darurat terkait kualifikasi barang dalam bidang kepabeanan dan
cukai yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat
dengan melakukan riset agar roda perekonomian masyarakat tetap
berjalan. Selain itu, diharapkan juga untuk tetap mengawasi arus
pendapatan negara melalui kepabeanan dan cukai sehingga tetap
terkendali.

2. Bagi masyarakat umum, untuk tetap mengawasi pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah
khususnya di masa-masa darurat sebagai bentuk partisipasi
masyarakat, sehingga nantinya perekonomian dalam masyarakat

juga dapat dikendalikan.
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485) yang mana telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2019 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001
tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari
Pungutan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1697
Tahun 2019).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian
Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang
untuk Keperluan Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378) sebagaimana
diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai
serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi
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Coronavirus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 797).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang tentang
Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di
Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530).

Lainnya

Hasil Wawancara dengan Bapak Anas, selaku petugas Layanan Informasi di
KPPBC Yogyakarta, pada 14 April 2022 pukul 15:54 WIB

Data Personalia dan Profil KPPBC Yogyakarta di tahun 2020-2021
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